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Gubernur Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2022 

Pendapatan Kepri Meningkat 

 

 

Ilustrasi: Harian Batam Pos 

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan Nota Keuangan dan 

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat 

Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Ruang Rapat Sidang Utama - Balairung Raja Khalid 

DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (19/9). 

 

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi 

Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Hadir 

dalam acara tersebut Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Muhammad Ali, Danlantamal IV 

Laksamana Pertama TNI Kemas M. Ikwan Madani, Forkopimda Kepri atau yang 

mewakili, para Pimpinan Instansi Vertikal, Tim Percepatan Pembangunan, Para Asisten, 

Staf Ahli, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri. 

 

Pada Ranperda APBD-P 2022 yang disampaikan Gubernur Ansar, Perubahan APBD 

Plafon Anggaran untuk Pendapatan Daerah Provinsi Kepri T.A 2022 semula sebesar 

Rp3,480 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp134,935 miliar menjadi Rp3,615 triliun. 
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Kemudian Belanja Daerah pada APBD T.A. 2022 sebesar Rp3,870 triliun, pada 

Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp77,537 miliar menjadi Rp3,947 triliun. 

Selanjutnya dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Estimasi 

Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 direncanakan 

Sebesar Rp390 miliar, yang merupakan penerimaan SiLPA dari tahun anggaran 

sebelumnya dan Pinjaman Daerah PT. SMI. Pada Perubahan APBD T.A 2022 mengalami 

penurunan sebesar Rp57,398 miliar menjadi Rp332,601 miliar. "Hal tersebut akibat 

adanya penyesuaian SILPA berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 serta penyesuaian 

Pinjaman Daerah yang bersumber dari PT. SMI" ungkap Gubernur Ansar.  

 

Pada kesempatan itu Gubernur Ansar menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar 

atas perubahan dalam struktur APBD Provinsi Kepri T.A 2022, diantaranya adalah 

adanya perubahan prognosis pendapatan dan penerimaan pembiayaan baik berupa SiLPA 

maupun Pinjaman Daerah serta adanya beberapa belanja wajib yang harus dianggarkan 

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. "Sehubungan dengan akan 

dilakukannya penyesuaian proyeksi Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA 

sesuai hasil audit BPK, Adanya pergeseran anggaran untuk belanja DAK dan belanja 

wajib, Adanya kebutuhan mendesak untuk percepatan penanganan Inflasi, dan adanya 

kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 sehingga telah dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang perlu 

ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022" 

paparnya. 

 

Gubernur menambahkan, mencermati kondisi perekonomian saat ini dimana inflasi 

menjadi ancaman tersendiri bagi Provinsi Kepri. Salah satu faktor penyebabnya adalah 

adanya kebijakan kenaikan BBM serta meningkatnya harga-harga barang kebutuhan 

pokok. Inflasi Provinsi Kepri pada bulan Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 6 

persen. Besar inflasi ini lebih besar dibandingkan dengan inflasi bulan Agustus 2021 

terhadap Agustus 2020 sebesar 1,60 persen.  "Untuk itu sebagai upaya pengendalian 

dampak inflasi di daerah-daerah, Pemerintah Pusat menerbitkan  Permenkeu Nomor 134 
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Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 

Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 5 September 2022 dimana Pemerintah Daerah 

diwajibkan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk penanganan dampak 

inflasi mulai periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022" ujar 

Gubernur Ansar. 

 

Sebagai informasi, untuk menjalankan program perlindungan sosial tersebut, Pemerintah 

Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari  Dana Transfer Umum 

sebesar 2 persen. Sehingga menurut Gubernur Ansar penyusunan anggaran perubahan 

Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 perlu memperhatikan kewajiban 

penganggaran ini. "Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menindaklanjuti hal 

tersebut telah menganggarkan sebesar Rp10,990 miliar yang akan dilaksanakan pada 

Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun 2022 melalui pemberian bantuan keuangan 

khusus kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk diserahkan kepada masyarakat 

miskin dan nelayan di wilayahnya" jelas Gubernur Ansar. 

 

Gubernur dengan memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas 

pembangunan Tahun 2022, menyampaikan Pemprov Kepri telah menetapkan tema 

pembangunan Tahun 2022 yaitu “Pemulihan ekonomi dengan penguatan jaring 

pengaman sosial melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-

nilai budaya Melayu dan Nasional”. “Dengan Prioritas sebagai berikut Pembangunan 

manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, Peningkatan kesejahteraan ekonomi 

yang merata, Pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan 

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal" kata Gubernur. 

 

Terakhir, dalam mendukung  keempat prioritas tersebut, Gubernur Ansar menyampaikan 

Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja yang diamanatkan peraturan perundang-

undangan (Mandatory Spending) yang diantaranya adalah untuk fungsi Pendidikan 

dianggarkan minimal 20 persen, dalam hal ini Pemprov Kepri telah menganggarkan 

sebesar Rp875 Miliar atau sebesar 22,20 persen, fungsi Kesehatan dianggarkan minimal 

10 persen, dimana Pemprov Kepri telah menganggarkan sebesar Rp427,87 miliar, fungsi 
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Pengawasan dianggarkan minimal 0,9 persen, Pemprov Kepri telah menganggarkan 

sebesar Rp35,57 miliar dan fungsi Infrastruktur dianggarkan minimal 40 persen, Pemprov 

Kepri telah menganggarkan sebesar Rp913 Miliar atau sebesar 53,02 persen. 

"Selain keempat prioritas di  atas, Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 

ini telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh 

Pemerintah Pusat, kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah maupun menampung Penyesuaian Pendapatan dan Pembiayaan 

pada APBD Tahun Anggaran 2022" tutup Gubernur Ansar. 

 

 

Sumber Berita: 

1. Batam Pos, Gubernur Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBD-P 2022, 20 

September 2022 

2. https://klikwarta.com/, Gubernur Ansar Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda 

APBD-P 2022 pada Paripurna DPRD Kepri, 19 September 2022 

 

Catatan: 

➢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015: 

a. Pasal 1: 

1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Perda. 

b. Pasal 65: 

1. Ayat (1) Kepala Daerah mempunyai tugas: 

https://klikwarta.com/
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a) Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan 

rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama 

DPRD, serta menyusn dan menetapkan RKPD; 

d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama; 

c. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 

(satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

 

➢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: 

a. Pasal 16: 

1. Ayat (1) APBD merupakan wujud pengelolan keuangan daerah yang 

ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah; 

2. Ayat (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan 

pembiayaan; 

3. Ayat (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

4. Ayat (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. 

 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah  

a. Pasal 3: 

1. Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta 

taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan dalam APBD; 

3. Ayat (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 

Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. 
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b. Pasal 4: 

1. Ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan; 

2. Ayat (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a) Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

b) Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

c) Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; 

d) Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 

e) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah 

dan/atau masyarakat; 

f) Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD 


